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- Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat menerbitkan
Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016.

IDI merupakan alat ukur perilaku berdemokrasi pemerintah dan
masyarakat mengandalkan pada data empiris, mendasarkan pada
peristiwa yang diamati dan terukur. BPS instansi yang dipercaya
untuk mengumpulkan dan mengolah data dan diverifikasi bersama
dengan Dewan ahli IDI, Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam), Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Ba@qas), kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), United Nation@ velopment Programme (UNDP).

IDI 2016 me @ peristiwva dan perilaku berdemokrasi
sepanjang 2016. Publikasi IDI Sumatera Utara 2016 mencakup data

hasil penghitungan | 2009 s.d 2016.

(ami berharap publikasi ini dapat menjadi acuan pemerintah
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Indonesia sekarang dinilai oleh
dunia

sebagai sebuah negara demokrasi.

Sejak dua Freedom House (2008),

memasukan Indonesia kedala% D

kelompok negara-negara \
“bebas secara penuh” d

didasarkan atas ”|nd
kebebasan”.

»

Indonesia adalah sebuah negara besar
dengan tingkat keragaman yang besar
pula, apakah itu dalam pertumbuhan
ekonomi, kesejahteraan masyarakat,
tingkat ketimpangan pendapatan,
penegakan hukum, konflik komunal,
dan lain-lain. Karena itu, menjadi
sangat relevan untuk berpikir tentang
keragaman capaian demokrasi antar
provinsi di Indonesia dari waktu ke
waktu, dan kemudian dikaitkan
dengan faktor-faktor tersebut untuk

pembuatan rencana pembangunan







Indeks Demokrasi Indonesia

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah
karena luasnya pengertian demokrasi sehingga mencakup sejumlah besar
objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen
demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen
yang lain tidak diperhatikan. Untuk mengkuantifikasikan perkembangan
demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia, disusunlah sebuah indikator
yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang berupa kumpulan angka yang
menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan
beberapa aspek demokrasi yakni kebebasan sipil (civil liberties), hak-hak
politk  (political rights), dan lembaga-lembaga demokrasi (institusi
demokrasis). Ketiga aspek demol@s\}mi kemudian dijabarkan menjadi 11
variabel dan 28 indikator. 0

\o

*

Dengan disusgn\ﬁ'y‘ indeks tersebut akan terlihat perkembangan




1. Komponen Penghitung IDI

Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris tentang
demokrasi, maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia
(IDI), disepakati ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek
kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil (Civil Liberty),
Hak Politik (Political Rights), dan Institusi Demokrasi (Institusi demokrasis).
Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep
demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi
tersebut (civil liberties dan political rightss) tidak mungkin dapat bekerja
secara maksimal tanpa adanya wadah, struktur dan prosedur pendukung,
maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi (institusi

demokrasis) juga harus diartikul %agal bagian dari aspek penting
demokrasi. Atas dasar perti ga@an inilah, maka dalam penyusunan IDlI,

institusi demokrasi, telah d kkan sebagai aspek ketiga.




Tabel 1. Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2017

I ™ S B

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 2 indikator

1. Kebebasan Sipl 2. Kebebasan Berpendapat 2 indikator
3. Kebebasan Berkeyakinan 3 indikator

4. Kebebasan dari Diskriminasi 3 indikator

5. Hak Memili dan Dipilih 5 indikator

R SRR 6. Parisivasi Polii chr Penganbian Keputysss oo 2 indikator

Pengawasan Pemerintahan

7. Pemilu yang Bebas dan Adil 2 indikator

3, Lembaga 8. Peran DPRD 3 indikator
Demokrasi 9. Peran Partai Politik 2 indikator
10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah 2 indikator

11. Peradilan yang Independen 2 indikator




Pengumpulan data kualitatif dalam kegiatan ini dilakukan melalui
penggalian informasi baik yang bersifat exploratory maupun explanatory
melalui focus group discussion dan wawancara mendalam menggunakan dua
metode, yaitu:

a. Focus Group Discussion dilaksanakan untuk memverifikasi, baik secara
explanatory maupun exploratory, hasil-hasil atau temuan dari analisis
surat kabar maupun analisis dokumen.

b. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali keterangan yang lebih
mendalam dari sumber-sumber terpercaya guna lebih meyakinkan hasil

dari Focus Group Discussion.

N
Berbeda dengan pelaksana wancara yang biasa dilakukan pada
kegiatan survei, pelaksana awancara mendalam dalam rangka

pengumpulan data kuali’g \ ilakukan tanpa menggunakan kuesioner.

Instrumen yang disertal@ dalam wawancara mendalam atau FGD hanya
\




Diagram 1.

Metoda Pengumpulan data IDI




3. Makna Nilai IDI

Indeks Demokrasi Indonesia memiliki rentang nilai dari 0 - 100,

dimana semakin mendekati angka 100 tingkat pelaksanaan demokrasi

semakin baik.

<60 KINERJA DEMOKRASI RENDAH

60 - 80 KINERJA DEMOKRASI SEDANG

KINERJA DEMOKRASI TINGGI




4. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Sumatera Utara 2009 - 2016

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara tahun 2016
mencapai 67,37 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami
penurunan dibandingkan dengan IDI 2015 yang capaiannya sebesar 69,01.
Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi di Sumatera Utara
tersebut masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada
awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 60,20. Angka ini
terus mengalami perubahan hingga men@ai momen tertingginya pada

tahun 2015 sebesar 69,01; walaupun \%éda‘akhirnya kembali turun menjadi
67,37 di tahun 2016.

Fluktuasi angka IDI ad cerminan situasi dinamika demokrasi di
Indonesia. IDI sebagai seby\&\%

at ukur perkembangan demokrasi yang khas




Grafik 1. Perkembangan IDI Sumatera Utara, 2009-2016
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Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Sumatera Utara, 2009-2015
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yang terjadi pada ke dua variabel ini tidak mampu untuk menutupi turunnya

nilai pada Aspek Lembaga Demokrasi di Provinsi Sumatera Utara.

Aspek Kebebasan Sipil tahun 2016 meningkat kecil sekali sebesar 0,69
tahun 2017 sebesar 82,71 naik pelan dari 2016 sebesar 82,02. Dari empat
variabel yang menyusun Aspek Kebebasan Sipil ini dua variabel mengalami
kenaikan dan dua lainnya mengalami penurunan. Variabel Kebebasan
Berkumpul dan Berserikat mengalami peningkatan sebesar 11,72 poin dari
88,28 pada 2015 menjadi 100 pada 2016. Variabel Kebebasan Berpendapat
mengalami peningkatan sebesar 13,89 poin dari 72,23 pada 2015 menjadi
86,12 pada 2016

Sementara pada aspek \szvk-hak Politik sejak 2009 hingga 2013
termasuk pada kategori b’{@ Perubahan signifikan terjadi pada 2014,
aspek ini menembus kat@ﬁ “sedang” sampai pada IDI 2016 aspek Hak-hak

Politik tetap pada pz’a\' tegori “sedang”.

S




Nilai aspek lembaga demokrasi selama tahun 2016 berada pada
katagori buruk dan mengalami penurunan sebesar 7,39 poin yaitu dari 63,52
pada tahun 2016 menjadi 56,13 pada tahun 2016.

Penurunan aspek lembaga demokrasi ini dipicu oleh turunnya 2
variabel pada aspek ini, yaitu pertama pada variabel Peran Peradilan yang
Independen sebesar 25 poin pada tahun 2015 sebesar 75,00 menjadi 50,00
pada tahun 2016, dan kedua pada variabel Peran Birokrasi Pemerintah
Daerah turun sebanyak 11,74 poin dari 37,91 pada tahun 2015 menjadi 26,17
pada tahun 2016

6. Perkembangan Indeks Variabel IDI

Pada tahun 2016 terdapat lima variabel yang mengalami penurunan
indeks dan empat variabel yagmengalami peningkatan. Dari lima variabel
d

yang mengalami penurunag,\hg i antaranya menurun cukup tajam. Variabel

Peran Peradilan yang | d'gpénden menurun paling tajam yaitu sebesar 25,00
poin, dari 75,00 pa@ﬁ menjadi 50,00 pada 2016. Penurunan terbesar

»Y D A~ O -
an BIrokra m ntah Daerah yang N




(dari 96,06 pada 2015 menjadi 98,14 pada 2016). Angka perkembangan

indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Grafik 3.




Grafik 3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Sumatera Utara, 2015-2016
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Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang
Menghambat Kebebasan Berpendapat,

Indikator 6, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Membatasi Kebebasan
Menjalankan Ibadah Agama,

Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal
Gender, Etnis, dan Kelompok,

Indikator 10, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat
Karena Alasan Gender, Etnis, dan Kelompok,

Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat,

Indikator 17, Pengaduan Masyarakat mengenai Penyelenggaraan
Pemerintahan,

Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu,
Indikator 19, Kecurangan dalam Penghitungan Suara,

Indikator 23, Kegiatan Ka%@a‘si yang Dilakukan Parpol Peserta

Pemilu,

*

Indikator 24, Perse@é Perempuan Pengurus Partai Politik,
Indikator 27, san Hakim yang Kontroversial, dan

Qs




f.  Indikator 25, Kebijakan Pejabat Pemerintah Daerah yang Dinyatakan
Bersalah oleh Keputusan PTUN,

g. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah
Daerah, dan

h. Indikator 28, Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa
atau Polisi.

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua

pihak agar nilainya dapat membaik.

S, Vo) 4F

Y
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Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2014 dan 2015

Nomor Indikator 2015 2016
Kebebasan Sipil
1 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat 100 100

pemerintah yang menghambat kebebasan
berkumpul dan berserikat

2 Ancaman/penggunaan kekerasan oleh 6,25 100
masyarakat yang menghambat kebebasan
berkumpul dan berserikat

3 Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat 66,67 83,33
pemerintah yang menghambat kebebasan
berpendapat

4 Ancaman/penggunaan kek oleh 100 100
masyarakat yang mengh kebebasan
berpendapat

5 Aturan tertulis y. batasi kebebasan 73,91 73,91

menjalankan ib‘zs\g{\@gama

6 Tindakan/pernyataan pejabat membatasi 100 100
enjalankan ibadah agama




Tabel 2 : Lanjutan

Nomor Indikator 2015 2016

Hak-Hak Politik

11 Hak memilih atau dipilih terhambat 100 100

12 Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat 60 60,00
tidak dapat menggunakan hak pilih

13 Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) 74,55 74,55

14 Voters turnout 68,31 68,31

15 % Perempuan terpilih terhadap total 46,67 50,00
anggota DPRD Propinsi \Q N\

16 Demonstrasi/mogok yan bersifat 0 0
kekerasan 6

17 Pengaduan masyar: mengenai 100 100

penyelenggaraaé erintahan

Lembaga De rasi



Tabel 2 : Lanjutan

Nomor Indikator 2015 2016

23 Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai 100 100
peserta pemilu

24 % perempuan pengurus partai politik 60,58 81,36

25 Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang 63,16 47,37
dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
(indikator baru)

26 Upaya penyediaan informasi APBD oleh 16,67 8,33
pemerintah daerah (indikator baru)

27 Keputusan hakim yang kontroversial 50 100

28 Penghentian penyidikan yan‘Qntroversial 100 0

oleh jaksa atau polisi 0
&
\o
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